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MOTTO

Teruslah berjalan kendatipun harus merangkak agar tidak menjadikan mu berlari esok
hari.
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan (Al-Qur'an, Surah Al-
Insyirah 94:6)

PERSEMBAHAN
Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta
alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini
dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu
Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud saya yang tiada terhingga, untuk dua
insan terkasih dalam hidupku Ayah dan Ibu, Uhan dan Janis (Almarhumah)

Ayahanda, engkau adalah mentari yang tak pernah lelah menyinari jalanku, dengan

sinar kebijaksanaan dan kasih sayang yang tak pernah redup. Setiap nasihatmu adalah

harta karun yang menuntunku di saat gelap, setiap pengorbananmu adalah tanda cinta
yang abadi dan tulus. Ayah, dalam setiap derap langkahku, aku selalu merasakan
kehadiranmu, sebagai sumber kekuatan dan inspirasi yang tiada henti.

Ibunda, meski ragamu telah pergi, cintamu abadi dalam jiwaku, kenangan tentangmu
adalah bunga yang selalu mekar di hatiku. Engkau adalah angin lembut yang
membisikkan doa dan harapan, Pelukan hangatmu bagaikan surga yang selalu

kurindukan. Setiap senyum mu adalah cahaya yang menerangi saat gelapku, Setiap kata-
katamu adalah melodi penenang jiwaku. Sejauh apapun aku melangkah cintamu tetap
hidup di setiap detakku. Terimakasih Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah
melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa, cucuran
keringat dan tangis ayah dan ibu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan
dapat terwujud. Semoga Ayah selalu dilimpahi berkah, kesehatan dan kebahagiaan, dan
semoga Ibu tenang di sisi-Nya, sekiranya karya ini menjadi kebajikan bagi nusa, bangsa
dan agama.

Kakak tercinta dan tersayang
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Ketua rukun tetangga (RT) merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD),
keberadaan kepengurusan rukun tetangga (RT) mempunyai struktur kepengurusan
tersendiri yang di pimpin oleh seorang katua rukun tetangga (RT). keberadaan
rukun tetangga mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa, ketua RT di pilih melalui forum yang melibatkan masyarakat kemudian di
angkat oleh kepala desa. Berkenaan dengan pemberhentian ketua RT memang
menjadi kewenangan seorang kepala desa namun disamping itu perlunya regulasi
yang secara jelas mengenai mekanisme pemberhentiannya dalam ketentuan
peraturan perundang- undangan guna menghindari kesewenangan dalam jabatan
dan juga untuk memberi perlindungan tehadap hak sebagai seorang ketua RT
sehingga tercapai pemerintahan yang baik atau good governance. pemberhentian
Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti ketua rukun tetangga, masih menyisakan
problematika yang berbenturan dengan hak seorang ketua rukun tetangga. Dalam
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa menyebutkan bahwa pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa harus diatur dengan peraturan desa, maka dari itu, perlu
adanya respon dengan melahirkan regulasi desa yang secara eksplisit mengatur
mekanisme terkait pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Desa, agar dapat
menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini dan tentunya dapat
mengakomodir terjadinya konflik kepentingan antar penguasa.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan
pemerintah desa atas Problematika Regulasi Pemberhentian Ketua Rukun
Tetangga Oleh Kepala Desa dan Bagaimana Formulasi Politik Hukum Pemerintah
Desa Dalam Mekanisme Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan
dengan pendekatan undang-undang (statutory approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach) dengan cara mencari landasan teoritis dari
permasalahan yang diteliti yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan,
untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.

Problematika regulasi pemberhentian ketua rukun tetangga oleh kepala desa
menjadi isu hukum yang sebenarnya sangat penting namun karena keberadaan
desa sebagai pemerintahan terendah, lebih lagi secara de jure kepengurusan rukun
tetangga dalam pemerintahan desa yaitu berdasarkan prakarsa masyakat itu
sendiri dalam artian keberadaan rukun tetangga bukan suatu yang wajib ada
sehingga mekanisme pemberhentian rukun tetangga tidak diatur secara eksplesit
dalam undang-undang, oleh sebab itu Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 pada



Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan
LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa”, bahwa
desa harus memiliki regulasi terkait tata cara pembentukan termasuk mekanisme
pemeberhentian ketua rukun tetangga (RT). namun secara de facto terkait hal
tersebut menjadi problematika tersendiri dalam tatanan kebijakkan desa
khususnya dalam regulasi mikanisme pemberhentian ketua rukun tetangga yang
mana dewasa ini kita tau bahwa tidak semua desa memiliki peraturan desa, hal
tersebut menjadi problematika terhadap regulasi mekanisme pemberhentian ketua
rukun tetangga. Keterbatasan peraturan desa dapat mengakibatkan ketidakpastian
hukum dan menjadi kekurangan desa dalam proses pemberhentian ketua ketua
rukun tetangga (RT). Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang lebih spesifik
dan jelas mengenai prosedur pemberhentian ketua rukun tetangga untuk
memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan asas
pemerintahan yang baik. Hal ini dapat dilakukan melalui proses konsultasi yang
inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa, termasuk
masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Dengan melibatkan
berbagai pihak dalam proses penyusunan regulasi, diharapkan regulasi baru atau
yang diperbarui dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat
secara lebih akurat. penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, juga perlu
ditingkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aturan
dan prosedur yang berlaku dalam pemberhentian Ketua Rukun Tetangga. Ini dapat
dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan secara berkala oleh pemerintah
kecamatan dan pemerintah kabupaten atau kota.

Formulasi politik hukum pemerintah desa dalam mekanisme pemberhentian ketua
rukun tetangga dimasa mendatang yang digagas oleh penulis adalah agar kiranya
setiap pemangku jabatan di desa terutama kepala memperhatikan beberapa poin
penting terkait dengan regulasi pemberhentian ketua rukun tetangga sebagaimana
telah di sebutkan Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 pada Pasal 3 ayat
(3) yang berbunyi ‘“Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa”. desa
diharapkan memiliki regulasi sebagai pedoman pemberhentian ketua rukun
tetangga harus secara eksplisit dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh
pemerintah desa dalam pemberhentian fungsi dan kewajiban ketua rukun
tetangga. Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT) di tingkat desa harus
dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang mendasari keadilan
prosedural dan substansial, serta melibatkan partisipasi dari masyarakat setempat.
dalam Pemerintah desa kepala desa memiliki kewenangan eksklusif untuk
mengatur proses pemberhentian ketua rukun tetangga (RT), yang diharapkan di
implementasikan melalui instrumen hukum yang jelas dan transparan.
Perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemberhentian,
termasuk Ketua RT yang akan diberhentikan, adalah prinsip yang mendasari
keadilan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah dalam pemberhentian Ketua
RT perlu diatur secara jelas dan tegas untuk mencegah potensi penyalahgunaan
kekuasaan, keputusan-keputusan yang didasari atas kepentingan pribadi dan
ketidakpastian hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses ini, melalui
mekanisme forum musyawarah desa yang diatur, merupakan aspek penting dalam



memastikan legitimasi dan keabsahan keputusan yang diambil. Dengan demikian,
formulasi politik hukum pemerintah desa dalam mekanisme pemberhentian ketua
RT di masa mendatang perlu memperhitungkan prinsip-prinsip keadilan untuk
menjaga integritas pemerintahan di tingkat desa.
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ABSTRAK

Ketua rukun tetangga (RT) Merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
yang mimiliki peran sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang
keberadaannya di akui oleh undang-undang. Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun
2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
menyebutkan bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Pasal 3
ayat (3) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa”. bahwa desa
harus memiliki regulasi tentang mekanisme pemberhentian ketua rukun tetangga
sebagaimana yang telah di sebutkan di atas. Namun, sering terjadi ketua RT
diberhentikan oleh kepala desa tanpa prosedur yang jelas., hal tersebut menjadi
problematika tersendiri pada sebagian desa-desa di Indonesia, bahwa
kenyataannya tidak semua desa memiliki peraturan desa terkait mekanisme
pemberhentian ketua rukun tetagga (RT).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi Problematika
regulasi pemberhentian ketua rukun tetangga oleh kepala desa dan juga untuk
mengetahui Formulasi Politik Hukum Pemerintah Desa Dalam Mekanisme
Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga. Penelitian ini merupakan penelitian
normatif (Legal Research) yang dilakukan oleh penulis dengan pendekatan
Perundang- undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual
Approach) menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, kekosongan hukum terjadi apabila
desa tidak memiliki regulasi terhadap mekanisme pemberhentian ketua rukun
tetangga (RT), hal tersebut dapat mengakibatkan kesewenangan seorang kepala
desa dalam proses pemberhentian ketua rukun tetangga (RT). Kedua, perlunya
sebuah desa memiliki regulasi terkait mekanisme pemberhentian ketua rukun
tetangga (RT) agar terwujudnya kepastian hukum di tingkat desa seperti yang
termaktub dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyebutkan bahwa
pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Pasal 3 ayat (3) yang
berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa”.

Kata Kunci (keyword): Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga, Regulasi
Pemberhentian.
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